LEMBARAN DAERAHB
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT it
REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1890

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAY I! REMBAMNG PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEFALA DAERAH TINGXAT i1 REMBANG

Menimbang : a. bshwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan
parkambangan perekonof'hian Dasrah dalam
rangka pe'aksanaan Otonomi Dasrah yang nya
ta dan pertanggung Jewab,’ diperluksn upaya
-upaya dan usaha usshs untuk menambeh
dan memupuk sumber pendepatan Daerah.

b. bahwa mengadakan usaha-—-usaha penyertaan
modal Dserah pada. pihak ketiga adalsh me-
rupakan salah satu sarana untuk menambah dan
memupuk sumber pendapatan Daerah.

c. bahwa dilingkungan ‘Petherintah Kabupaten
Dasrah Tingkat !l Rembang telah dilakukan
usaha — useha penyertszn modal, yaitu pads
Badan usaha milik Daerah ( 2UMD ) Tingkat 1|
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. hahwa berdasarken pssal 60 Urdang-undang

Nomor & Tahun 1374 tentang Pokok-polok
Pemnerintahan di Dasrah, Pamerintah Daerah
dapat melakukan usaha-usaia sebsgei salah
satu sumbaer pendapatan Daerah yang diatur
dengan paraturan Daerah.

bahwa dengan peraturan Menterl Da'em Negeri
Nomor 3 Tahun 1986 tangeal 1 Okteber 1986
tentang Penyertaan Modal Daerch psda pihak
ketiga, telah diatur mengenai Tatacara penyer
taan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

bahwa dalam rangka pengelclaan, peningka'an
serta pengembangan usaha - usaha penysrtaan
modal Daetah pada pihak ketiga dipandang per
lu dituangkan dan diatur dengan Peraturan
Daerah

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok — pokok Pemerintahan di Daerah

. Undang - undeng Nomor 13 Tahun 1350

tentang Pembentuken Daerah- daereh Kabupa-
ten Dalem lingkungan Propinsi Jewa Tengsh,

. Peraturan Pemarintah Nemor 5 Tahun 1975

tantang Pengurusan pertanggung jawaban
dan pengawasan Keuangan Daersh.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tentang Cara Peryusunan Anggaran Pendipat
an dan Belenja Daersh, Pelaksznsen Teta U-
saha Keuargan Daerzh dan Penyuv:turen Per-
hitungan Anggaran Pendapatan dan Beienja
Daarah.

Paraturan Menteri Dalem Negeri Nemer 4 Ta
hun 14978 tentang Pengelolaan Baranp Yeme-
rintah Daerah.

. Peraturan Mentsri Dalam Negeri Nomror 3 Ta

hun 1¢86 tentang Penyertaen Mcda! Tac-rah
pada pihak Ketiga



<

Congen Jersstujuan Dewan reiwasilan fakyat Dae-

rah Ksbupatan D:o:zh Tingkat |l Rembang.

MEMUTUSKAN

Menstapkan : PERATURAN DAERAH KABUPAT&N DAER4H

TINGKAT || REMBANG FENTANG FENYERTAAN
MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KaT 1l REMBANG PADA FIHAK KETIGA

BAB |
KETENTUAN UmUM
Pasal 1

Datam Peraturan ini, yang dimaksud dengzn

b.

Dasrah adalah Kabupaien Daersh Tirgkat il Rembrarg
Pamarintah Das-rah s&dalah Pemerintah Kabupsten Daeigh
Tingkat il Rembang.

Bupsti Kepala Daerah edalah Bupati Kepala Daersh Tingkat it
Rembarg

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalsh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerzh Tingkat || Renbang.
Modal Daerah adalah Kakayaan Dasrah {yang belum dipisehkan)
beik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan
uang ssperti tanah . bangunan, mesin- mesin, inventaris, surat
- surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain.

Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga adalah setiap u-
saha dalam menyerigkan modal Daereh pzda svatu usaha ber
sama dangan pihak ketiga dan atau pemanfsaten modal Dae-
rah ol'eh pihak ketiga, dengan suatu imbalan terientu.

Pihak ketipa adalah instansi atau Baden usaha den &tau per-
geroan yang barada diluar organisasi Pemerinteh Daetah anta-
ra lain Pamarintah Pusat. Pemerinteh Deersh lainnye, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daeizh, Usaba topeissi,
Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada Hukum
indonesia.

APBD adalah Anggaran Pendapatan den Belanja Dsersh Ka-
bupaten Daerah Tingkat il Rembang.
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BAB It
TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah pada pihek ketiga bertujuan unfuk
meaningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan me-
nambah pendapatan Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyer-
taan modal Daerah pada pihak ketiga diiekssnekan beidasar
kan prinsip -p/insip skonomi Perusahaan.

BAB i
TATACARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Panyartaan modal Dasrah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan

dengan cara .

a. Panbalian saham dari Perseroan Terbetes (PT) yarg telah
‘barbadan hukum dan mempunyai prospek baik.

b Sebagsi pendiri dalam pembertukan Perserosn Terbatas (PT)

¢. Kontrak manajamen, Kontrek produksi, Konirak bagi keuniung
an, Kontrak bagi hasil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

(1) Untuk melakukan p3mbelian saham pada suatu p=rseroan
Teroatas (PT) perlu disediakan dananya terlebih datulu da-
lam Anggaran pencadatan den Belenja Daersh (AFBD).

(2) Seteiah tersedia dana untuk pembelian saham sabagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, depat diadakan penjajakan ter-
hadap Perseroan TYerbates (PT) yang akan menjual saham
untuk mendapatkan deta informasi mengenai jenis den harga
saham dimaksud.

(3) apabiia Bupati Kepala Derah dapat menyetujui jenis dan har
ga saham sebagaimana  dimaksud ayat (2) passl ini, maka
untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan surat Keputusan
Bupati Kepala Dasrah dengan pertimbangan pimpinan DPRD
tantang pembslian saham dimaksud.
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(4) Bupat. Kepala Daerah dapet menunjuk pejgbat Pemerintah
Daerah untuk bsrtindak mewakili Pemerintah Dzerah dalem
melaksnakan pembelian saham.

Pasal &

(1) Setiap melakukukan penyertean mcdal Dsergh pada pihak
Ketiga dalam pembentukan Peisercan Terbatas (PT) ditetsp
kan dengan Peraturan Daerah.

(2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayet (1)
pasal ini diadakan perjanjian daser aniara Bupatli Kepala Dae
rah dan pihak-pihak yang ikut dsleam pendirian PT.

(3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini memuat matari pokok :

ldentitas masing-masing pihak.

Jenis dan nilai modal saham para pihak.

Bidang usaha.

Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi.

Parbandingan Modal.

Lain-lain yang dianggap periu.
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(4) Bardasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal
Daerah pada pihak Ketiga dan petjanjian dasar sebzga'mena
dimaksud ayat (1) dan (3 pasal ini, kemudian dibentuk Fer
sezroan ferbatas ( PT) dengan Akta Notaris.

(5) Bupati Kepala Daersh dspat menunjuk pejabat Femerintah
Daerah yang bettindak dan Atas nama Percerirtah Deerah
bersama-sama dengan pihak Ketiga mendirikan Perserean
Terbatas (#T).

Fasal 6

(1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga ssbagaimzna
dimaksud pzsal 5 yang delam bentuk veng, diancga:ken da
lam Anggsran Pendapaten dan Belanja Daeiah dan dilaksa
nakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
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(2) Penvertzan Modal Daerah pada pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud pasal 5 yang dslam bentuk bzrang, ditetspken de
ngin Ksputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat per
setujuan Dewan Parwakilan Rakyat Daerah  Khusus untuk
barang tidak bergerak, Keputusan Buoati Kepala Daerah
dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintekan Pergesa-
han Menteri Dalam Negeri.

(3) Kekayaan Daersh yang tertanam dalam Perseroan Terbatas
(PT) merupskan Kekeyzen Daergh yang dipisalkan.

Pasal 7

(1) Untuk mengadakan Kontrak manajemen, Kontrak Produksi,
Kontrak bagi keunturgan, Kontigk baci hatil usaba dan kon
trak bagi tempat usaha berdasatkan Peraturan Daerah ini,
Bupati Kepala Daerah minta Persett juan teilebih dahulu dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana Kontrak di-
maksud.

(2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Peiwakilan Rekyat Dae
rah sebagzimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan per
janjian bersama bersyarat entsra Bupst Kepsle Deeiéh dan
pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat maten pokok :

Identitas masing-masing pihak

Jenis dan nilai modal dari para pihak
. Bidang usaha

Jangka waktu perjanjian

Hak dan kewsjiban serta sangsi-sangsi
Lain-lain yang dianggap perlu

o Qoo oo

(3) Peleksarazn Kontiak manszjeren, Kontrak produksi, Kontrak
bagi Keuntungan, Kontrak hasil usaha dan atau Kontrak bagi
tempat usaha sebagaimana dimaksud perjenjian pada ayat (2)
pasal ini. ditstapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah, yang bsrlaku setelah disahkan Mentari Dalam Negeri
Apabila keputusan Bupati ¥epala Daerah tersekut tidzak disah
kan Manteri Dalam Nzgeri, Perjanjian msnjadi batal.
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(4) Terhadap suar2: Keputussn Bupati Kepaia Da:ieh dimaksud
ayat (3: Pasa! ini yang jangka waktu berlelunya kurang dari
5 (tima) tawun, pengesahannya dilakukan ol!sh Gubernue
Kepala Daerah Tingkzt | Jowa Tergeh Ates Nama Menteri
Dalam Negeri dan pe‘aksanaanya dileporkan keprde Menteari
Da.am Nageri cq Direktur Jendral FUOD,

rasal 8

(1) Untuk melakukan penilaian tethadep bsrang yang disertakan
sebagai modal usahe Daerah dalam pembentuken peisercan
Terbatas (PT) dan ateu merentukan niigi beieng Dzeizh ser
ta imbalan psmbayaran dan lain- lain dalam mempersiapkan
p3janjian Kontrak manajemen, Kontrak Produksi, Kentrak
bagi keuntungan, Konirak bagi hasil usaha dan Konttak ba-
gi tem3zat usaha s:2bagiimana dinaksud pasai 6 ayat (2)
dan pasal 7 ayat 2) Bupsti Kepsla Dasrah membentuk pa-
nitia yang terdiri dan unsur-unsur :

a. Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Daerzh Tinghat il
Rsmbang

. Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat il Rembarg.

Bagian Umum Setwilda Tingkst Il Rembang.

Bagian Kouangan Selwilda Tingkat Ii Rembarg

Bagian Hukum Setwida Tingkat i! Rembang

Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang

g. Uasur Tenaga Ahli / Konsuitan

-0y

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dsersh Tirgkat Il Ram
bang merencanikan dan mengikuti peikembangan usaha-usa
ha penyertaan mocdal Daersh pada pihek Ketliga delam rang
ka panigkatan Pandzpatan Daersh.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal Y

(1) Bupati Kepala Daerah ms'akuksn pambinsan terhadap penyer
taan modal Daaerah pada pihak ketica
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(2) Dalam m:lakukan pembinaan sebagaimara dimaksud ayat (1)
pasal ini Bupali Kepala Dasrah dibantu cleh Sekretens Wila—
yah / Daerah.

Pasal 10

(1) Datam hal panysrtaan modasl Daerah pada suatu PT maka
untuk mawikili Pemarintah Daerah, Bupsii Kepela Daereh
dapat menunjuk pejabat Pemennteh Deereh yerg eren duduk
sebigai Anagotla Dewan Komisans, jika berdasarkan jumlah
sanan yang dimiiiki oleh Daersh ada hak untuk duduk dalam
Dewan Xomisaris sesuai dengen ketenwuen Petatuizn Perun-—
da4.g -undangan yang berlaku.

(2) Bupati Kepala Dasrsh dapat menunjuk Pejabst Pemerintah
Dawrah yang akan mewakili Femtrinteh Daerah secara ber-
kelanjutan untuk mengikuti peizcksenaen Kontrak rnanajemen,
Konurak Piokuksi Kentrak bzgi Keumurgen, Kontrak bagi ha
sil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha.

(3) Para Pejabst Pemsrintah Daersh yang diturjuk mewakili Pe-
menntah Daerah ssbegainzne dimeksud syst (1) oan (2) pa
sal ini, harus memahami Kswiraswastaan secara profesional
dan bartanggung jawsb Kepada Bupali Kepala Daerah.

BAB V
PENGAWASAN
Fasal 11

(1) Bupati Kspa'a Daerah b2=wenang melakukan pengawasan
umun s:hudbungan dengan penysrtaan modal Daerah pada
pihek Ketiga.

(2) Para Pejabat Pemerintah Dasiah yang ditunjuk mawakili Dae
erah sehubungan dergan penyeitzan modal Dzeich pada pi
hak ketiga seb:gaimena cimek:vd pesal 10 #yst (1) dan (2)
manyampaikan laporen pelaksanzan tugesrya kepada Bupati
Kepala Daersh secara berhaia ( sekali 4 bulan).

€3y Bupazti Kepala Daerah menysmpaikan laporan pelsksanzan
day nasit panyartaan madal Daaran pada pihak kstga di Dae
rahnys kepada Gubernur fepale Deerah Tingket | Jewa “eo-
ngah sekali dalam setahun.
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BAB Vi
HASIL -USAHA
Fasal 12

Bagian laba atau hasil usaha peryert2an rocal Daerah peda pi
hak ketiga yang menjadi hek Dasrah, yeng cipeioleh selama Ta
hun Anggaran Perusshaan diseior ke kas Daerah dan dimasukkan
dalam APBD dalam tahun beiikutnyas.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN
Fasa! 13

(1) Semua penyertsan modal pada pihak ketiga yzng telah ada
sebzium berlakunya Peratuien Daerah ini, pengslolaen, pem
binaan, psngawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan
dangan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Untuk melaksanakan peryesuaian sebagsimensa cimaksed ayat
{1) pasai ini dan melakukan invantarisasi terhadap semua pe
nyestasn madal Dasrah pada pihak ketiga, Bupatll Kepala
Dasrah mambentuk suatu Team.

BAB Vil
KENTUAN PENUTUP
Pasa! 14

Sejak saat barlakunya Peraturan Daerzh ini maka semua ketentuan
yang bertentangan dergan Peraturan Deae:ah ini diryetaken dicsbut
dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15
Hal-hal yang merupekan peleksanzan Peratvren Daerzh ini dite-

tapkan oleh Bupati Xspala Dasrah.

Pasal 16
Peraturan Dasrsh ini mulai beilaku pada tanggal diundangkan.

Agar satiap arang dipat mengstahuinya, mamerintahkan pengun
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem
baran Daarah Kabupaten Dasrah Tingkat 1t Rembany.
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DEWaN PERWAK(LAN RAKYAT Rembang 5 Desember 1980
DAERAH KABUPATEN DAERAH BURAT! KEPALA DAERAH

TINGRAT || REMBANG TINGKAT Il REMBANG
KETUA :

SOEGENG SARWONO Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN
oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan Nomor 570. 33 — 202
pada tanggal 24 — 2 - 1983
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Daerah

Drs. SOEJITNQ

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomor 7 Tahun 1593 Seri D No. 4
tanggal 31 Maret 1993

Sekretaiis Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. |
NiP. 010 041 842
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DaAERAH KABUPATEN D&ERAH TING
KAT Il REMBANG FPADA PIHAK KETIGA

1 FENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksengan Otonemi Daserah yang nya
ta dan bartanggung jawab serta untuk merningkatken peitum buh
an psiekoncmian Daerah diperiukan upeyz-uvpeya dan usezha-
usiha untuk mamupuk dan menggaii sumbsr-sumber pendapaisn
Daerah, bherdassarsarkan pasal 55 Undang-undang Noror 5 Ta
hun 1974 tantang Pokok- pokok Pemerintahan di Czersh, dinysta
kan bahwa sumbar-sumber pendapatan Asii Daerah terditi dari :
{1). Hasii Pajak Dasrah.
(2) Hasil Retribusi Daszrah
{3). Has:l Parusahaan Dasrah.
(4). Lain-lain.

Selanjutnya pada pasel 60 Undeng-undeng emor 5 Tehun 1874
dinyatakan pula behwa dengan Peratursn Daersh dapat diadakan
usaha-usaha untuk menairbah sumbar pendepaten Daerah.

Dari hasil pendapatan &sli Deersh ssbagaimana argka
(') (2) dan (3) diatas, pads keryatzanrya be'um cukup mema
dai dilam mambiavai kahidupan dan perkembangan Otonomi
Dasiah

o'sh karena itu dianggap oerlu untuk menambsh sumber sumrkter
p3tianatan Oasrah dsngan mangadakan usaha-usaha sebagai-
mana tersebut (4) diatas,

Berdasarkan kenyastean selama ini, di Xabupaten Daa
rah Tingkat ! Ra nbang telah banyak dilaksanskan usaha Daearah
barupa penysrizan modsl psda usaha-uszha yang bersifat komer
sial yaitu antara lain pada BUMD Tingket } dan BUMD Tingkat
i1 sendiri i
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Schubungian hal tarsa'yui perlu diadakan pengaturan

manganai tata cara peiaksaraar,

pengelolzen, pcmbinaan,

pangawasan dan sebagainya terhadap penyertzan modal Da
erah pada pihak katiga yang pengaturannya dituangkan da
lam Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tingkat il Rem-

bang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL -

Pasal 1 :
Pasal 2 ?

Pasal 3 :

Pasai 5+ ayat 1), (2). (3)
ayat (4) :

Pasail 5 ayat (1), (23, (3)

ayat (4)

Pasal 6

Pasa! 7 ayat (1), (25 3)
ayat (4)

Culkup jelas.

Cukup jslas.

Cukup joe'as.

Cukup jelas,

Oleh karena kesibukan Bu-
pati Kepaia Daerah, dapat di
tunjuk seorang Pejebat atau
lebih untuk mewakili Dierah
datam ma'sksanakan pembe
tian szham dimaksud.

Cukup jelas.

Sama hainys dengan pasal
4 eyat (4).

Cukup jslas.

Cukupn j2las

Pelimpahtan wewerarg oleh
Mantsri Datam Negeri kepa-
da Guberiur Kepala Deaerah
terhadap pengssahan Peratu
ran Daersh tentarg kontrak
man3jaman, kontrak Produksi
kontrak bagi keuntungan dan
kontrak bagi hasil usaha yang
jangka waktu beriakunya ku -
rang dari 5 (lima) tzhun a

da'ah untuk memperc: pat Pro
ses pennesshannya dengan
mangingat wakiu berlskurya
kontrak dimaksud tidak bei-
laku lama.



Pasai 8

Pasal 9

Pasal 10 ayat (1) dan (2)
ayat (3)

Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16

S .

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pertangcurg jawsbsn kepada
Bupati Kepala Daerah melalui
Badan Penge'o’a dimeksud sgar
Badan Pengelols dapat memper-
hatikan sepenuhnya per.yertaan
modal Daerah dimeksud, mengi-
ngat kesibukan Bupati Kepala
Daerzh.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Semua penyertzan modal Daerah
Kebupaten Dasersh Tirgkat il
Rembang yang sudah ada sebe-
lum dikeluatkannya Peraturan
Dasrah ini dinyatsian sebagai
penyzrigaan modal Daerah pads
pihakx ketiga bardasarkan Peratu--
ran Daerah ini

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jeles




